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ABSTRAK 
 
NUR ATISYAH SEPTIANI. 8105151199. Laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) pada Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia. 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Jakarta, 2018. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil 
pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu 
persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Koperasi Pegawai 
Komisi Yudisial beralamat di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat. Koperasi 
Pegawai Komisi Yudisial menyediakan unit-unit usaha yang dibutuhkan bagi para 
pegawai Komisi Yudisial RI sebagai anggota dari Koperasi Pegawai Komisi 
Yudisial RI. Tujuan dilaksanakan PKL yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, 
pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Selama melaksanakan 
PKL, praktikan mengalami kendala dari diri sendiri dan koperasi, namun kendala 
tersebut dapat diatasi dengan membangun komunikasi yang baik dengan pegawai 
lain serta bertanya dengan jelas tugas yang diberikan kepada mereka. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang 
semakin pesat ini menuntut angkatan kerja dalam meningkatkan kualitas diri. 
Akibat kemajuan dan perkembangan tersebut, angkatan kerja harus bisa lebih 
membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Angkatan 
kerja merupakan sumber daya manusia yang akan menjadi modal utama dalam 
suatu usaha. Kualitas angkatan kerja harus dikembangkan dengan baik agar 
menjadi tenaga kerja yang terampil di dunia kerja. Oleh karena itu, mahasiswa 
yang termasuk dalam angkatan kerja haruslah mendapatkan pengetahuan dan 
pengalaman di dunia kerja agar kualitas diri menjadi berkembang. 
Peran perusahaan atau instansi sangat diharapkan agar dapat memberikan 
kesempatan pada mahasiswa untuk lebih mengenal dunia kerja dengan cara 
menerima mahasiswa yang ingin mengadakan kegiatan praktik kerja lapangan. 
Sebagai upaya mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja, 
Universitas Negeri Jakarta sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggung 
jawab serta peranan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan siap untuk bersaing di dunia kerja. Para mahasiswa tidak hanya 
memiliki keahlian tinggi dalam bidangnya, tetapi juga memiliki nilai moral dan 
etika yang baik. 
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Proses pembelajaran mahasiswa di kelas dapat memperluas ilmu dan 
pengetahuan terutama yang bersifat teoritis. Oleh karena itu, Universitas Negeri 
Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi mewajibkan mahasiswa melakukan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) agar mahasiswa mendapatkan pengalaman spesifik di 
industri, dunia kerja, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan wawasan, 
pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa. 
Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program 
studi dari setiap masing-masing mahasiswa. Program praktik kerja lapangan ini 
memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, 
mengatahui, dan berlatih beradaptasi serta menganalisa kondisi lingkungan dunia 
kerja dalam suatu perusahaan atau instansi yang bertujuan untuk mempersiapkan 
diri dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 
Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, maka salah satu program yang harus 
dilaksanakan adalah Praktik Kerja Lapangan (PKL). Selain itu, kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan juga diharapkan mampu menghasilkan kerjasama antara 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan perusahaan swasta ataupun instansi 
pemerintahan yang ada. Sehingga, etos kerja dari para praktikan yang baik akan 
menimbulkan citra positif terhadap universitas. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Berdasarkan latar belakang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di atas, 
maka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimaksudkan untuk: 
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1. Melakukan praktik kerja yang sesuai dengan bidang pendidikannya.  
2. Mempelajari penerapan bidang ekonomi koperasi dalam dunia kerja yang 
sebenarnya.  
3. Membandingkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di 
bangku kuliah dengan dunia kerja.  
Sedangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) ini adalah: 
1. Memperoleh wawasan mengenai suatu bidang pekerjaan secara langsung 
pada kondisi nyata dalam sebuah perusahaan. 
2. Melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang berkaitan 
dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan.  
3. Meningkatkan wawasan serta memantapkan keterampilan bekerja 
praktikan dalam bidang ekonomi koperasi.  
4. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang 
memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang sesuai dengan 
perkembangan zaman. 
5. Membiasakan mahasiswa terhadap budaya dunia kerja yang berbeda 
dengan budaya pembelajaran di kelas, dari segi manajemen waktu, 
kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan tekanan yang lebih tinggi 
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan mahasiswa diharapkan 
memberikan hasil yang positif bagi instansi atau perusahaan tempat praktik, bagi 
Fakultas Ekonomi UNJ, serta bagi praktikan antara lain sebagai berikut: 
1. Mahasiswa  
a. Melatih keterampilan mahasiswa program diploma dan sarjana sesuai 
dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-
unit kerja, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun perusahaan.  
c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba 
menemukan sesuatu yang baru dan yang belum diperoleh dari 
pendidikan formal.  
2. Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 
menyempurnakan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan di 
lingkungan instansi atau perusahaan dan tuntutan pembangunan pada 
umumnya, sehingga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
dapat mencetak lulusan yang kompeten dalam dunia kerja. 
b. Mengetahui atau menilai kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di masa kuliah. 
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c. Mengetahui seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam 
memberikan materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan 
perkembangan yang terjadi di dunia kerja. 
3. Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia  
a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial 
kelembagaan. 
b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis 
antara Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan 
Lembaga Perguruan Tinggi. 
c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
bagi pihak-pihak yang terlibat. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  
Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:  
Nama Instansi  : Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Alamat : Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat 10450 
No.Telepon  : 021-3905876, 3905877, 3906178 
Faksimil : 021-31903755 
Web : www.komisiyudisial.go.id 
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Praktikan memilih melakukan Praktik Kerja Lapangan di Koperasi 
Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia karena koperasi tersebut memiliki 
jarak yang cukup dekat dengan Universitas Negeri Jakarta yang memudahkan 
praktikan dalam melakukan aktivitas organisasi setelah selesai jam kerja. Adapun, 
praktikan ditempatkan pada bagian Unit Usaha Kantin. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 20 hari masa kerja, terhitung 
sejak tanggal 08 Januari 2018 s.d. tanggal 05 Februari 2018 dengan ketentuan 
yang berlaku di Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI antara lain: 
• Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 –17.00 WIB 
• Istirahat pukul 12.00 –13.00 WIB. 
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan praktikan diwajibkan untuk 
membuat dan memberikan laporan mengenai kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
Adapun praktikan melaksanakan penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dimulai pada tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 19 Maret 2018. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang tercantum dalam 
Konstitusi, UUD 1945, pasal 24 B. Kedudukan lembaga ini sejajar dengan 
Lembaga Negara yang lain yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden/Wapres, BPK MA, 
MK dan KY. 
1. Sejarah Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Ide pembentukan lembaga pengawas hakim sudah ada pada Komisi 
Yudisial Republik Indonesia sejak tahun 1968, yaitu pada saat Mahkamah Agung 
mengusulkan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) 
yang fungsinya untuk memberikan pertimbangan atau saran tentang 
pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan atau hukuman 
jabatan kepada hakim. 
Alasan utama yang mendorong timbulnya pemikiran mengenai pentingnya 
keberadaan Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah kegagalan sistem yang 
ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Jawaban untuk memperbaiki 
kelemahan sistem tersebut dengan mengalihkan kewenangan pembinaan aspek 
administrasi, keuangan dan organisasi dari departemen ke Mahkamah Agung, 
dianggap belum tentu akan mampu menyelesaikan permasalaham secara tuntas 
karena beberapa hal: 
17 
 
 
 
a) Penyatu atap tanpa perubahan sistem lainnya misalnya rekruitmen, mutasi, 
promosi dan pengawasan terhadap hakim berpotensi melahirkan monopoli 
kekuasaan kehakiman (oleh Mahkamah Agung). 
b) Adanya kekhawatiran Mahkamah Agung belum tentu mampu menjalankan 
tugas barunya karena Mahkamah Agung sendiri memiliki beberapa 
kelemahan organisasional yang sampai saat ini upaya perbaikan masih 
dilakukan.1 
 
2. Tugas Pokok dan Kewenangan 
Komisi Yudisial Republik Indonesia memiliki beberapa tugas pokok dan 
kewenangan, diantaranya adalah: 
a. Tugas Pokok: 
Tugas pokok Komisi Yudisial Republik Indonesia tercantum dalam 
beberapa pasal dalam Undang-Undang, yaitu: 
1) Pasal 14 UU No.18 Tahun 2011 
Berdasarkan pasal ini dalam melaksanakan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial Republik Indonesia 
mempunyai tugas: 
a) Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung (CHA);  
                                                          
1 www.komisiyudisial.go.id diakses pada 22 Februari 2018  
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b) Melakukan seleksi terhadap CHA; menetapkan CHA; dan  
c) Mengajukan CHA ke DPR. 
2) Pasal 20 UU No.18 Tahun 2011 
Berdasarkan pasal ini dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial Republik 
Indonesia mempunyai tugas: 
a) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;  
b) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode 
Etik atau Pedoman Perilaku Hakim; 
c) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan 
pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;  
d) Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik 
dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan  
e) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan 
kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.  
3) Pasal 20 UU No.18 Tahun 2011 
Komisi Yudisial Republik Indonesia juga mempunyai tugas 
mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim. Selain itu, 
Komisi Yudisial Republik Indonesia dapat meminta bantuan kepada aparat 
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penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam 
hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim oleh 
Hakim. 
b. Wewenang: 
Komisi Yudisial Republik Indonesia juga memiliki wewenang yaitu 
tercantum pada Pasal 13 UU No.18 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 22 
Tahun 2004 menentukan bahwa Komisi Yudisial Republik Indonesia mempunyai 
wewenang: 
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah 
Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;  
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim;  
3. Menetapkan Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama 
dengan Mahkamah Agung; dan  
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik atau Pedoman Perilaku 
Hakim.  
Berdasarkan ketentuan yang lain, Komisi Yudisial Republik Indonesia 
juga berwenang untuk: 
1) Menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim (Pasal 42 UU No.48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). 
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2) Melakukan seleksi pengangkatan hakim pengadilan umum, pengadilan 
agama dan pengadilan tata usaha negara bersama Mahkamah Agung 
(Diatur dalam UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; UU No.50 
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; dan UU No.51 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara). 
 
3. Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota yang merupakan 
pejabat negara. Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 
a. Dua orang mantan hakim;  
b. Dua orang praktisi hukum;  
c. Dua orang akademisi hukum; dan  
d. Satu orang anggota masyarakat.  
Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia Periode 2015-2020 adalah: 
1. Prof. Dr. Aidu Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. (Ketua) 
2. Sukma Violetta, S.H., LL.M. (Wakil Ketua)  
3. Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. (Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua 
Bidang Rekrutmen Hakim) 
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4. Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. (Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua 
Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi) 
5. Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum. (Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua Bidang 
Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan) 
6. Dr. Joko Sasmito, S.H, M.H. (Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua Bidang 
Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim) 
7. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. (Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua Bidang 
Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi merangkap Juru Bicara) 
 
B. Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Menurut Chaniago, koperasi sebagai suatu perkumpulan yang 
beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan 
kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara 
kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah 
para anggotanya.2 
Bapak Koperasi Indonesia, Moh. Hatta, menyatakan koperasi sebagai 
usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan 
tolong-menolong. Sedangkan, menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang 
perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang 
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 
                                                          
2 Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, Koperasi: Teori dan Praktik (Jakarta: Erlangga, 2001), p.22 
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kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.3  
Dari definisi koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 terdapat lima unsur 
koperasi yang terkandung didalamnya, yaitu (1) koperasi sebagai badan usaha 
yang artinya harus memperoleh laba agar dapat mensejahterakan anggotanya, (2) 
koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi 
bukan kumpulan modal, (3) koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja 
berdasarkan prinsip-prinsip koperasi karena hal ini mencerminkan jati diri 
koperasi, (4) koperasi Indonesia merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berarti 
bagian dari sistem perekonomian nasional, dan (5) koperasi Indonesia berdasarkan 
atas asas kekeluargaan yang mempunyai arti adanya rasa keadilan dan cinta kasih 
dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.4 
Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional di Indonesia yang 
sudah ada sejak dahulu kala yang merupakan penyanggah perekonomian rakyat. 
Oleh sebab itulah, Komisi Yudisial Republik Indonesia mendirikan sebuah 
Koperasi Pegawai yang diharapkan mampu membantu kesejahteraan para 
pegawai. 
1. Sejarah Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Pentingnya keberadaan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian 
Indonesia, Komisi Yudisial (KY) mendorong pendirian sebuah koperasi di 
                                                          
3 Ibid., p.27 
4 Ibid., p.30 
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lingkungan lembaga pengawas hakim. Komisi Yudisial Repubik Indonesia 
mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu aset bangsa yang sangat berperan 
bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dengan berdirinya Koperasi Pegawai Komisi 
Yudisial Republik Indonesia sejak tahun 2008 atas prakarsa pimpinan Komisi 
Yudisial Republik Indonesia dengan Akta Pendirian tanggal 20 Agustus 2009. 
Koperasi dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah 
koperasi karyawan (kopkar). Kopkar merupakan koperasi yang didirikan oleh 
karyawan, memiliki badan hukum sendiri, kewenangan sendiri, untuk mengatur 
dirinya, tidak mempunyai hubungan organisasi yang bersifat profesi apapun, dan 
rapat anggota yang merupakan forum kekuasaan tertinggi. 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia merupakan 
koperasi yang anggotanya terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), CPNS, 
dan pegawai outsourcing di lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia yang 
secara sukarela dan gotong royong menjadikan koperasi sebagai unit usaha 
bersama untuk membangun dan memberikan kesejahteraan anggota secara 
berkesinambungan. Pada awal pendirian jumlah anggota koperasi kurang lebih 
140 orang yang memiliki komitmen untuk memajukan Koperasi Pegawai Komisi 
Yudisial Republik Indonesia. 
Letak geografis Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
berada di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat. Koperasi Pegawai Komisi 
Yudisial Republik Indonesia sendiri memiliki usaha kantin yang sudah tujuh 
tahun dijalankan, dengan menjalin kerjasama dengan penjual aneka makanan 
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maka para pegawai dapat dengan mudah memesan jamuan makanan apabila 
sedang diadakan rapat atau kegiatan lainnya. Disamping itu Koperasi Pegawai 
Komisi Yudisial Republik Indonesia juga memberikan pelayanan peminjaman 
dana yang diperuntukan kepada anggota Koperasi Pegawai Komisi Yudisial 
Republik Indonesia. 
Tujuan didirikannya Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia berdasarkan AD/ART adalah sebagai berikut: 
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota.  
b. Mengupayakan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. 
c. Menjadi pusat informasi dan data bagi anggota dalam melakukan kegiatan 
dan berhubungan dengan pihak luar.  
d. Melakukan training bagi kepentingan peningkatan kualitas usaha anggota.  
e. Menghindari persaingan yang tidak sehat diantara anggota. 
 
C. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen 
untuk mencapai sasarannya.5 Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan 
dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi 
menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu 
dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.  
                                                          
5 Ennings, J. M, Research in Organizational Behavior, vol. 14 (Greenwich, CT: JAI Press, 1992,), p.267-309 
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Berikut bagan struktur organisasi Koperasi Pegawai Komisi Yudisial 
Republik Indonesia periode 2018 adalah sebagai berikut: 
 
Gambar II. 1, Bagan Struktur Organisasi 
Sumber: Panduan AD/ART Koperasi 
 
Pengurus Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
merupakan anggota yang dipilih oleh anggota Koperasi Pegawai Komisi Yudisial 
Republik Indonesia karena dianggap memenuhi syarat dan kriteria tertentu dan 
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disahkan oleh Rapat Anggota. Pengurus dipilih dalam jangka waktu tiga tahun 
sekali. Anggota yang dipilih sebagai pengurus harus sudah menjadi anggota 
sekurang-kurangnya dua tahun. Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir 
dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan 
berprestasi bagus dalam mengelola koperasi. 
Dalam menjalankan tugasnya pengurus tersebut bekerja sesuai dengan 
tanggung jawab tugasnya masing-masing. Namun, ada kalanya semua pengurus 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia tersebut bersinergi pada 
saat menentukan beberapa hal yang cukup penting seperti pembinaan anggota, 
pemecahan masalah dan penentuan keputusan atas masalah tersebut. 
Tugas dari masing-masing pengurus adalah sebagai berikut: 
1. Ketua 
Bertugas untuk memimpin organisasi, memegang kebijakan umum baik ke 
dalam maupun keluar, mengarahkan dan mengendalikan roda organisasi sesuai 
ketentuan perundang-undangan dalam AD/ART serta keputusan atau ketentuan 
lainnya, menandatangani surat-surat keputusan, surat-surat lain yang bersifat 
kebijakan umum atau yang menyangkut instansi lain bersama-sama sekretaris dan 
memimpin rapat, terutama rapat pleno dan pleno lengkap. 
2. Sekretaris 
Bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan tata usaha, bersama ketua 
umum menandatangani surat-surat keluar, bersama ketua melakukan penataan 
sekretariat Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia, bersama ketua 
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menandatangani surat-surat yang bersifat internal dengan tebusan kepada ketua 
umum dan membuat jadwal pelaksanaan program untuk disahkan dalam rapat 
pengurus, mengisi buku tabungan anggota, mencatat faktur pajak (SPT Tahunan 
Penghasilan Wajib Pajak). 
3. Bendahara 
Bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan berupa 
penerimaan dan pengeluaran ke buku kas, membuat laporan pertanggung jawaban 
semester keuangan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia, 
membuat laporan pertanggungjawaban tahunan untuk Rapat Anggota Tahunan 
(RAT). 
4. Keanggotaan 
Anggota merupakan peran penting dalam suatu organisasi koperasi, karena 
koperasi merupakan pelayanan yang ditujukan dari anggota, dikerjakan oleh 
anggota, dan hasilnya akan kembali lagi untuk anggota. Jumlah keanggotaan 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia sampai saat ini terus 
mengalami perkembangan, hal ini dikarenakan bertambahnya pegawai baik 
pegawai baru ataupun yang dipindah tugaskan di instansi Komisi Yudisial 
Republik Indonesia. 
Untuk menjadi anggota Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Warga Negara Indonesia.  
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b) Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan 
tidak berada dalam perwalian dan sebagainya). 
c) Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya 
ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau keputusan rapat anggota. 
d) Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan 
yang berlaku dalam koperasi.  
e) Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di DKI Jakarta.  
f) Mata pencaharian: Pegawai yang bekerja pada Komisi Yudisial Republik 
Indonesia. 
 
Hak Setiap anggota yaitu: 
a. Memperoleh pelayanan dari koperasi.  
b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota.  
c. Memiliki hak suara yang sama.  
d. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas. 
e. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan 
koperasi. 
f. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha. 
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Kewajiban setiap anggota yaitu: 
a. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam 
Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota.  
b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.  
c. Menaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan 
Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi.  
d. Memelihara serta menjaga nama baik hak dan kebersamaan dalam koperasi. 
 
D. Unit Usaha dan Kegiatan Koperasi 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia memiliki beberapa 
unit usaha dan kegiatan-kegiatan yang menunjang perkembangan koperasi. Unit 
usaha tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Unit Usaha Simpan Pinjam 
Unit usaha simpan pinjam adalah unit usaha yang banyak membantu para 
pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dengan bunga yang rendah para 
pegawai dapat meminjam kepada koperasi. Selain itu, untuk para pegawai juga 
dapat melakukan simpanan pada koperasi. 
a. Pinjaman 
Pemberian pinjaman uang tunai kepada para anggota yang membutuhkan. 
Pemberian pinjaman didasarkan pada status kepegawaian para anggota di 
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lingkungan Komisi Yudisial RI. Besaran batas peminjaman di Koperasi Pegawai 
Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 
Tabel 1. Batas Peminjaman Unit Simpan Pinjam 
Status Kepegawaian Batas Peminjaman 
PNS Rp 20.000.000 
CPNS Rp 10.000.000 
Outsourcing Rp   5.000.000 
Sumber: Data diolah oleh praktikan 
 
Setiap anggota yang meminjam diberikan tempo 12 sampai 24 bulan 
sesuai dengan permohonannya dengan jasa 1% setiap bulan atas kesepakatan 
Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2016. Anggota Koperasi Pegawai Komisi 
Yudisial Republik Indonesia yang akan meminjam sesuai dengan hasil koordinasi 
awal antara peminjam dengan ketua koperasi dengan unit simpan pinjam. 
Perizinan pemberian pinjaman kepada anggota terlebih dahulu disetujui 
oleh ketua koperasi dan bendahara koperasi. Untuk mengecek terlebih dahulu 
besaran gaji yang diterima oleh anggota. Karena syarat pemberian pinjaman oleh 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah angsuran yang 
dibayarkan oleh peminjam setiap bulannya dipotong melalui gaji. 
b. Simpanan 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia menetapkan 
besaran simpanan pokok sebesar Rp 100.000,00 untuk setiap anggota yang 
dibayarkan hanya sekali yaitu pada saat mendaftar menjadi anggota saja. 
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Sedangkan besaran simpanan wajib yang ditetapkan oleh koperasi adalah 
tergantung kepada status kepegawaian anggota. Pada golongan Eselon I besar 
simpanan wajib sebesar Rp.400.000, golongan Eselon II sebesar Rp.300.000, 
golongan Eselon III sebesar Rp.200.000, golongan Eselon IV sebesar Rp.100.000, 
Pelaksanan (CPNS/PTT) sebesar Rp.50.000 dan staf sebesar Rp.25.000. 
2. Unit Usaha Kantin 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kantin merupakan ruang 
tempat menjual minuman dan makanan (di sekolah, di kantor, di asrama, dan 
sebagainya).6 Sejak tahun 2010, Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia telah menjalin kerja sama dengan para penjual makanan. Keuntungan 
yang diperoleh dari setiap konter pada setiap harinya, koperasi mendapatkan 
keuntungan sebesar 2% (dua persen) dari omzet penjualan. Dengan adanya kantin 
ini, maka pihak Koperasi Pegawai Komisi Yudisal Republik Indonesia dapat 
dengan mudah menyediakan konsumsi apabila sedang diadakan rapat atau 
kegiatan lainnya. 
Tabel 2. Daftar Penyewa Konter Kantin 
No. Konter Nama Penyewa 
1 Ibu Nur 
2 Ibu Sri 
3 Pak Dewa 
4 Ibu Farah 
5 dan 6 Ibu Tanti 
Sumber: Data diolah oleh praktikan 
                                                          
6 https://kbbi.web.id/kantin diakses pada 22 Februari 2018 
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3. Kegiatan Koperasi 
Kegiatan yang diadakan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia beraneka ragam, mulai dari kegiatan yang bersifat sosial hingga 
kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 
a. Bingkisan Hari Raya 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia memberikan 
bingkisan hari raya kepada para anggotanya yang senantiasa menjaga loyalitas 
dalam memakai jasa unit-unit usaha yang ada pada koperasi. Besaran harga 
bingkisan yang diberikan disesuaikan dengan seberapa besar anggota 
berpartisipasi dan berkontribusi pada koperasi. 
b. Bazar Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Bazar yang diadakan satu kali dalam setahun ini selain bertujuan untuk 
memeriahkan Ulang Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, juga bertujuan 
untuk menambah pemasukan di Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia. Hal yang dilakukan oleh pihak Koperasi Pegawai Komisi Yudisial 
Republik Indonesia mencari pedagang yang ingin berjualan dan menyewakan 
stand untuk berjualan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
Laporan Praktik Kerja Lapangan pada BAB III ini berisi tentang 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dikerjakan praktikan selama 
pelaksanaan PKL. Laporan bagian ini berisi tentang bidang kerja tempat praktikan 
ditempatkan, pelaksanaan PKL yang telah dilaksanakan, kendala yang dihadapi 
oleh praktikan selama melaksanakan PKL, serta cara mengatasi kendala tersebut. 
A. Bidang Kerja 
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Koperasi Pegawai Komisi 
Yudisial Republik Indonesia, praktikan ditempatkan pada bidang kerja Unit Usaha 
Kantin. Kantin Komisi Yudisial terletak di sebelah Koperasi Pegawai Komisi 
Yudisial RI. Walaupun praktikan ditempatkan di unit usaha kantin, tetapi 
praktikan melakukan tugas-tugasnya di Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI 
bersama dengan pegawai koperasi lainnya. Praktikan hanya sesekali melakukan 
tugas di Kantin Komisi Yudisial. 
Semua pegawai koperasi diawasi langsung oleh ketua koperasi. Praktikan 
juga langsung diawasi oleh ketua koperasi yang bernama bapak Nur Agus 
Susanto, SH, M.Hum. Selain itu, praktikan juga dibimbing oleh salah satu 
pegawai koperasi yang bernama Ayu Ningsih selama Praktik Kerja Lapangan 
berlangsung. Praktikan diawasi dan dinilai pekerjaan yang dilakukan selama PKL 
oleh Ayu Ningsih selaku pegawai Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI.
34 
 
 
 
Praktikan selama PKL diberikan tugas utama untuk merekap data 
pemesanan, pemasukan, dan pengeluaran Kantin Komisi Yudisial. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Tugas praktikan di Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Menjaga Toko Koperasi dan Telepon Kantin 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI memiliki sebuah toko sederhana 
yang berada di kantin. Toko tersebut menjual makanan dan minuman ringan, 
peralatan mandi, alat-alat tulis, dan lain-lain. Ketika jam makan siang, seringkali 
para pegawai Komisi Yudisial menelepon ke kantin untuk memesan makanan. 
Praktikan sesekali diberikan tugas untuk menjaga dan melayani di toko koperasi 
tersebut. Selain itu, praktikan juga menunggu pesanan makanan lewat telepon 
yang nantinya akan disampaikan ke konter-konter yang ada di Kantin Komisi 
Yudisial. 
2. Menginput dan Merekap Pendapatan Kantin 
Unit usaha kantin Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
mendapatkan pendapatan dari pegawai-pegawai Komisi Yudisial yang memesan 
makanan di kantin. Setiap harinya pendapatan tersebut dicatat oleh penyewa-
penyewa konter kantin yang nantinya akan dilaporkan ke koperasi setiap satu 
minggu sekali. Pendapatan kantin tersebut yang akan diinput dan direkap ke 
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dalam Microsoft Excel. Dua persen dari pendapatan tersebut akan masuk ke 
pendapatan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI. 
3. Mengarsip Transaksi Pemesanan Makanan 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia menerima pesanan 
makanan untuk sidang atau rapat berupa snack ataupun nasi box yang akan 
dipesan melalui telepon ataupun secara langsung. Praktikan diberikan tugas untuk 
mengarsip transaksi pemesanan tersebut. Setiap pesanan akan ada surat pesanan 
dari koperasi atau disebut surat jalan, kwitansi, bon pembelian makanan, dan nota 
dinas dari pemesan. Bukti pesanan tersebut yang harus disatukan setiap 
transaksinya dan diurutkan per tanggal dan bulan untuk dijadikan sebagai faktur 
tagihan pembayaran. 
4. Merekap dan Menginput Data Pemesanan Makanan 
Setiap transaksi pemesanan tidak hanya diarsip, tetapi juga direkap dan 
diinput. Praktikan diberikan tugas untuk merekap dan menginput bukti pemesanan 
makanan untuk sidang atau rapat di database pemesanan makanan dalam 
Microsoft Excel. Hal ini dilakukan untuk pendataan pemesanan dan pengecekan 
kembali transaksi pemesanan makanan yang belum atau sudah mempunyai bukti 
lengkap. 
5. Meminta Nota Dinas Kepada Pegawai 
Biro-biro atau departemen-departemen yang ada pada Komisi Yudisial 
Republik Indonesia seringkali menggunakan jasa kantin dalam memesan 
makanan apabila sedang diadakan sidang atau rapat. Permintaan atas pesanan 
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konsumsi ini diatasnamakan kepada salah satu staf biro atau departemen yang 
memesan. Maka, pihak Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI wajib meminta 
nota dinas kepada biro atau departemen terkait pembayaran biaya makanan yang 
dipesan. 
6. Membuat Faktur Atas Biaya Konsumsi Sidang atau Rapat 
Setelah mendapat nota dinas atas pemesanan makanan, maka praktikan 
membuat faktur atas biaya-biaya konsumsi yang terdapat dalam faktur terlampir. 
Setelah selesai praktikan memberikan materai 6000 pada faktur dan memberikan 
cap Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia. Setelah semua faktur 
selesai dituliskan maka tugas praktikan berikutnya adalah meminta tanda tangan 
kepada bendahara koperasi. 
7. Melakukan Setoran Tunai ke Bank 
Praktikan juga diberikan tugas untuk melakukan setoran tunai ke Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) yang berada dekat dengan koperasi. Setoran tunai 
ditujukan untuk pembayaran ke kas Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia. 
Tugas-tugas tersebut dikerjakan selama satu bulan. Tepatnya selama 20 
hari kerja. Tugas diberikan mulai dari hari Senin, 08 Januari 2018 dan selesai 
pada hari Senin, 05 Februari 2018. Dalam melaksanakan tugas, mahasiswa di 
bebankan tugas yang sangat banyak oleh pegawai dan pengurus karena Koperasi 
Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia sedang memiliki kendala 
kekurangan pegawai yang bekerja di koperasi tersebut. 
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Hari ke-1 Senin, 08 Januari 2018 merupakan awal praktikan mulai 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Pada hari tersebut praktikan sudah 
dibebankan pekerjaan yang cukup berat. Pekerjaan pertama yang diberikan 
menginput dan merekap pendapatan kantin pada tahun 2017 kedalam Microsoft 
Excel sesuai urutan tanggal. Pada hari pertama praktikan juga digunakan untuk 
beradaptasi dengan semua pegawai baik pengurus maupun pegawai koperasi 
tersebut agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan 
praktikan tempati. Di hari tersebut, praktikan menyelesaikan setengah dari tugas 
yang diberikan dan dilanjutkan pada esok hari. 
Hari ke-2 Selasa, 09 Januari 2018 praktikan melanjutkan dan 
menyelesaikan tugas untuk menginput dan merekap pendapatan kantin pada tahun 
2017 yang kemarin belum selesai dilakukan. 
Hari ke-3 Kamis, 11 Januari 2018 praktikan mendapatkan tugas merekap 
data pemesanan untuk konsumsi sidang atau rapat tahun 2017 ke dalam Microsoft 
Excel. Tugas ini juga cukup berat bagi praktikan mengingat transaksi pemesanan 
di tahun 2017 yang jumlahnya tidak sedikit. Di hari tersebut, praktikan 
menyelesaikan setengah dari tugas yang dibebankan dan akan dilanjutkan esok 
hari. 
Hari ke-4 Jumat, 12 Januari 2018 praktikan melanjutkan tugas untuk 
merekap data pemesanan konsumsi sidang atau rapat tahun 2017 yang kemarin 
belum selesai dilakukan. 
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Hari ke-5 Senin, 15 Januari 2018 praktikan diberikan tugas mengarsip 
transaksi pemesanan konsumsi sidang atau rapat tahun 2017. Pengarsipan 
dilakukan dengan menyatukan bukti-bukti pemesanan yang terdiri surat pesanan 
dari koperasi (surat jalan), kwitansi, bon pembelian makanan, dan nota dinas dari 
pemesan. Pengarsipan juga dilakukan secara urut sesuai tanggal dan bulan yang 
tertera di dalam bukti-bukti pemesanan. 
Hari ke-6 Selasa, 16 Januari 2018 praktikan ditugaskan untuk menanyakan 
ke setiap konter di kantin yang menerima pemesanan konsumsi untuk sidang atau 
rapat dan meminta bon pesanan tersebut. Lalu praktikan ditugaskan untuk 
menginput pemesanan konsumsi tersebut ke database dalam Microsoft Excel. 
Hari ke-7 Rabu, 17 Januari 2018 praktikan mendapatkan tugas membuat 
surat permintaan pembayaran konsumsi rapat yang belum terbayarkan biro atau 
dapartemen yang ada di Komisi Yudisial Republik Indonesia dan memberikannya 
kepada biro atau dapartemen yang memesan. Praktikan juga sesekali menerima 
pesanan makan siang melalui telepon dan menanyakan ke konter-konter di kantin 
yang ingin menerima pesanan tersebut. 
Hari ke-8 Kamis, 18 Januari 2018 praktikan mendapat pesanan konsumsi 
rapat melalui telepon dan ditugaskan pegawai koperasi untuk membeli pesanan 
konsumsi rapat tersebut. Setelah itu praktikan ditugaskan meminta tanda tangan 
kepada biro/dapartemen yang memesan konsumsi tersebut dalam surat pesanan 
(surat jalan) dan kwitansi atas pesanan rapat sehingga praktikan dapat membuat 
faktur pada hari berikutnya. 
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Hari ke-9 Jumat, 19 Januari 2018 praktikan membuat faktur atas pesanan 
konsumsi rapat kemarin, setelah itu ditugaskan untuk membagikan plastik atau 
trashbag kepada setiap konter dan mengumpulkan laba sebesar 2% (dua persen) 
sebagai pendapatan kantin yang selama satu minggu belum dibayarkan. Serta 
mengumpulkan uang sewa setiap konter pada tiga bulan terakhir yang belum 
terbayarkan. 
Hari ke-10 Senin, 22 Januari 2018 praktikan merekap dan mengarsip 
pendapatan konsumsi rapat, pengeluaran konsumsi rapat, konsumsi yang sudah 
terbayar, konsumsi yang belum terbayar dan laba dua persen. 
Hari ke-11 Selasa, 23 Januari 2018 praktikan menerima pesanan konsumsi 
rapat melalui telepon dan ditugaskan pegawai koperasi untuk membeli konsumsi 
rapat tersebut berupa pesanan snack ma’cik dan pesanan untuk rapat hari rabu 24 
januari 2018 berupa snack monami bakery yang akan diantar pada esok harinya. 
Hari ke-12 Rabu, 24 Januari 2018 praktikan bertugas meminta tanda 
tangan surat pesanan (surat jalan) dan kwitansi pemesanan konsumsi rapat 
kemarin dan hari ini. Praktikan juga sesekali menjaga toko dan menerima 
panggilan telepon kantin. 
Hari ke-13 Kamis, 25 Januari 2018 praktikan diberikan tugas menghitung 
jumlah potongan 2% (dua persen) dari pendapatan penjualan konter-konter di 
kantin setiap harinya dan menginput ke dalam Microsoft Excel. 
Hari ke-14 Jumat, 26 Januari 2018 praktikan menerima pesanan konsumsi 
rapat dengan memesan makanan ke konter-konter yang berada di kantin. Lalu 
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praktikan ditugaskan menginput dan merekap pendapatan sewa kantin pada tiga 
bulan terakhir yang belum terbayarkan. 
Hari ke-15 Senin, 29 Januari 2018 praktikan ditugaskan pegawai koperasi 
untuk membeli materai dan plastik trashbag di pasar terdekat. Lalu praktikan 
ditugaskan membagikan voucer PKL kepada seluruh siswa ataupun mahasiswa 
lain yang melaksanakan PKL di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Praktikan 
juga ditugaskan untuk menyusun surat pesanan (surat jalan), kwitansi, dan bon 
yang terlampir bersama faktur pesanan dan nota dinas lalu memberikannya 
kepada biro atau dapartemen yang ada di Komisi Yudisial RI. 
Hari ke-16 Selasa, 30 Januari 2018 praktikan ditugaskan untuk melakukan 
setoran tunai ke Bank didampingi oleh pegawai koperasi. Setoran tunai dilakukan 
per transaksi setiap bulannya ke kas Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia. 
Hari ke-17 Rabu, 31 Januari 2018 praktikan mendapat banyak pesanan 
konsumsi untuk rapat/sidang melalui telepon dan ditugaskan pegawai koperasi 
untuk membeli konsumsi rapat/sidang tersebut. Banyaknya pesanan yang 
diterima, praktikan meminta tolong untuk ditemani dalam membeli dan membawa 
konsumsi pesanan rapat/sidang dihari tersebut. 
Hari ke-18 Kamis, 01 Februari 2018 praktikan menjaga toko kantin dan 
menerima pesanan makanan melalui telepon kantin. Praktikan ditugaskan 
membagikan voucer pada seluruh siswa dan mahasiswa lain yang melaksanakan 
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PKL di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Praktikan juga ditugaskan membuat 
data keuangan kantin dalam buku besar dan database di Microsoft Excel. 
Hari ke-19 Jumat, 02 Februari 2018 praktikan malakukan pengarsipan 
kembali untuk transaksi-transaksi pemesanan yang masuk baik pemesanan rapat 
maupun sidang di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Praktikan juga ditugaskan 
meminta tanda tangan dalam surat pesanan (surat jalan) kepada pemesan 
konsumsi rapat/sidang. 
Hari ke-20 Senin, 05 Februari 2018 yaitu pada hari terakhir praktikan tidak 
diberikan tugas apapun, hanya merapihkan data-data dan menyerahkan kepada 
pegawai Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia. Praktikan 
berpamitan dan berterimakasih kepada seluruh pengurus, pegawai dan para 
penjual konter-konter di kantin. 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Praktikan memiliki beberapa kendala yang dihadapi ketika menyelesaikan 
tugas Praktik Kerja Lapangan di Unit Usaha Kantin Komisi Yudisial Republik 
Indonesia. Kendala yang dihadapi selama praktikan menyelesaikan tugas yang 
diberikan berasal dari dalam diri praktikan (internal) maupun dari luar (eksternal). 
Berikut adalah kendala-kendala yang dihadapi praktikan: 
1. Kendala Dari Dalam Diri Praktikan 
Terdapat dua kendala yang muncul dari dalam diri praktikan, yaitu: 
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a. Kurangnya Motivasi 
Motivasi menjadi hal yang sangat penting bagi diri seseorang dalam 
beraktifitas. Sama halnya dengan Praktik Kerja Lapangan, perlu adanya motivasi 
terutama dari dalam diri sendiri untuk terus giat bekerja dan menyelesaikan tugas 
sebaik mungkin. Kurangnya motivasi dialami oleh praktikan karena tugas-tugas 
yang kurang sesuai untuk Strata I. Tugas-tugas yang diberikan sama dengan anak-
anak SMK yang melakukan PKL di Komisi Yudisial. 
b. Kurangnya Ketelitian 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan juga memerlukan adanya 
ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan yang 
ditugaskan. Namun, praktikan kurang teliti dalam mengerjakan pekerjaan yang 
ditugaskan oleh pegawai koperasi karena kurangnya fokus dalam diri praktikan 
dalam mengerjakan tugas yang diberikan dan praktikan diharuskan untuk 
menyelesaikan tugas dengan cepat sehingga praktikan menjadi terburu-buru dan 
kurang teliti. 
 
2. Kendala dari Koperasi 
Terdapat kendala-kendala yang timbul dari koperasi, yaitu: 
a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana 
Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki koperasi menjadi 
hambatan tersendiri bagi praktikan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 
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Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam hal ini, seperti meja, bangku dan 
komputer yang masih terbatas jumlahnya. Mengingat tugas yang harus dilakukan 
praktikan cukup banyak dan memakan tempat, sehingga meja kerja yang 
digunakan praktikan menjadi agak sedikit berantakan. Komputer yang terbatas 
juga membuat praktikan harus menggunakan laptop milik praktikan sendiri untuk 
menginput data. Selain itu, pada saat praktikan ditempatkan di bagian kasir kantin 
yang kondisinya panas karena tidak adanya kipas angin, membuat praktikan 
menjadi kurang konsentrasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 
b. Kekurangan Pegawai Koperasi 
Keberlangsungan kegiatan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia tidak lepas dari peran pegawai-pegawainya. Pegawai sangat dibutuhkan 
bagi setiap bidang usaha khususnya koperasi dalam mencapai visi misi yang telah 
direncanakan. Pegawai Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI terbilang sangat 
sedikit, mengingat koperasi memiliki unit usaha simpan pinjam dan unit usaha 
kantin. Namun, koperasi hanya memiliki satu pegawai pada unit usaha simpan 
pinjam yang secara sementara juga menjadi pegawai di unit usaha kantin. 
Pekerjaan di unit usaha kantin tersebut menjadi terhambat mengingat banyaknya 
pekerjaan yang harus dikerjakan pegawai koperasi pada dua unit usaha tersebut. 
c. Manajemen Koperasi yang Buruk 
Koperasi yang memiliki manajemen yang baik maka memungkinkan 
koperasi tersebut untuk dapat maju dengan pesat namun apabila koperasi tidak 
memiliki manajemen yang baik maka koperasi tersebut akan terancam dengan 
44 
 
 
 
masalah-masalah yang akan berpengaruh pada koperasi itu sendiri yang hal itu 
terjadi pada Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI  
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia masih kesulitan 
dalam mengantisipasi suatu permasalahan yang terjadi, sulit untuk meminimalisir 
kerugian yang terlihat maupun tidak terlihat, sulit untuk menghadapi persaingan 
dengan lembaga usaha lainnya, dan sulit untuk mengelola pemasaran dan 
persoalan lainnya. Kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola manajemen 
di Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI ditenggarai menjadi penyebab utama 
manajemen koperasi tidak berjalan dengan baik. 
d. Pencatatan Laporan Ganda (Secara Manual dan Komputer) 
Data pemasukan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI dilakukan dalam 
dua pencatatan, yaitu pertama-tama dimasukkan secara manual setelah selesai 
dikerjakan secara manual data tersebut diinput ke dalam komputer sehingga 
membuat pekerjaan menjadi tidak efisien dan menimbulkan kerancuan apabila 
terdapat perbedaan diantara pencatatan secara manual dengan komputer. 
e. Tidak Adanya Laporan Keuangan 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia memiliki kendala 
dalam membuat laporan keuangan, terlihat dari laporan keuangan tahun 2017 
yang belum terselesaikan padahal koperasi sudah memasuki kegiatan tahun 2018. 
Sehingga kondisi keuangan, jumlah aset atau perubahan aset, keuntungan dan 
kerugian agar dapat terlihat membutuhkan waktu yang lama. Pembuatan laporan 
keuangan yang terlalu lama juga menimbulkan kendala-kendala dalam membuat 
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kebijakan pengelolaan koperasi dan juga menimbulkan kecurigaan adanya korupsi 
yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 
f. Pengurus Koperasi Rangkap Jabatan 
Pengurus koperasi yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara memiliki jabatan 
lain yang ada di Komisi Yudisial Republik Indonesia sehingga praktikan jarang 
bertemu dengan pengurus koperasi. Praktikan juga mengalami kesulitan untuk 
mendapatkan informasi mengenai Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia dikarenakan kesibukan lain masing-masing pengurus. Serta pengurus 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia yang rangkap jabatan ini 
menyebabkan praktikan kurang mendapat arahan atau bimbingan dari para 
pengurus selama menjalani Praktik Kerja Lapangan. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan, maka cara yang dilakukan oleh praktikan adalah sebagai berikut: 
1. Cara Mengatasi Kendala dari Dalam Diri 
Mengatasi kendala dari dalam diri memang sulit, namun ada beberapa cara 
yang praktikan lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. 
a. Kurangnya Motivasi 
Melaksanakan setiap kegiatan atau tugas tentunya dilandasi oleh motivasi. 
Memiliki motivasi yang tinggi sangat berpengaruh pada fokus kerja yang 
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selanjutnya ikut menentukan hasil dari tugas yang dikerjakan. Untuk 
meningkatkan motivasi yang rendah yang diakibatkan oleh pemberian tugas 
kepada praktikan yang tidak berbeda dengan tugas yang diberikan kepada 
praktikan dari SMK. Untuk mengatasi rendahnya motivasi ini maka praktikan 
melakukan beberapa cara, yakni diantaranya: 
1) Menjalankan tugas-tugas dengan ikhlas karena Tuhan Yang Maha Esa. Selain 
itu, tugas-tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan sangat baik karena 
mahasiswa memiliki kelebihan dibandingkan dengan siswa SMK.  
2) Menjalin komunikasi dengan baik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan 
oleh Mangkunegara bahwa salah satu dari prinsip dalam memotivasi kerja 
seseorang adalah prinsip komunikasi.7 Komunikasi yang berusaha dibangun 
oleh praktikan dengan para karyawan maupun anggota yang baik tentunya 
membuat praktikan lebih dihargai dari orang-orang sekitar dimana hal ini 
selanjutnya akan berpengaruh pada motivasi yang meningkat dari dalam diri 
praktikan. 
b. Kurangnya Ketelitian 
Ketelitian menjadi hal penting dalam mengerjakan pekerjaan yang 
dilakukan sehingga pekerjaan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dan 
resiko yang buruk. Agar praktikan memiliki ketelitian yang baik, praktikan harus 
memiliki fokus pada pekerjaan tersebut. Apabila praktikan fokus pada apa yang 
dikerjakan akan memungkinkan praktikan untuk berfikir secara luas. Praktikan 
                                                          
7 Mangkunegara, Anwar Prabu, Evaluasi Kinerja SDM, Cetakan keenam, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 
p.61 
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juga harus selalu memeriksa ulang hasil pekerjaan yang telah selesai secara 
berulang untuk mencari dan menemukan kesalahan yang dilakukan praktikan 
sehingga pekerjaan yang dikerjakan memiliki resiko kesalahan yang kecil. 
 
2. Cara Mengatasi Kendala dari Luar Diri 
Banyak hal yang dapat praktikan lakukan untuk mengatasi kendala yang 
terdapat dikoperasi, beberapa diantaranya yaitu: 
a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala 
sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. 
Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih 
memudahkan membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda 
yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih 
ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, dan 
tanah.8 
Tersedianya sarana prasarana yang memadai dan berkualitas baik akan 
mendukung tujuan instansi yang ingin dicapai. Masalah sarana dan prasarana 
merupakan masalah klasik yang terkait kondisi fisik sebuah lembaga atau 
perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam mengatasi masalah ini 
                                                          
8https://kbbi.web.id/prasarana  diakses pada 28 Februari 2018 
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praktikan selalu membawa laptop pribadi jika sewaktu-waktu praktikan 
dipindahkan ke tempat meja kerja yang tidak memiliki komputer. 
b. Kekurangan Pegawai Koperasi 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI dapat menambah jumlah pegawai 
koperasi khususnya pada unit usaha kantin agar pekerjaan yang ada tidak 
terbengkalai. Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI membuka lowongan 
pekerjaan bagi masyarakat manapun yang tidak memiliki pekerjaan dan memiliki 
kemampuan untuk bekerja di sebuah organisasi koperasi. Dalam hal ini, praktikan 
membantu membuat lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui job share di 
internet dan membuat selembaran tentang lowongan pekerjaan untuk bekerja di 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial. 
c. Manajemen Koperasi yang Buruk 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia harus merekrut 
orang-orang yang memiliki kejujuran, kecakapan dan keuletan dalam bekerja. 
Agar dapat mencapai manajemen yang baik koperasi juga harus menetapkan 
perencanaan yang hendak dilakukan untuk mengarahkan pengelolaan koperasi 
kedepannya dan memiliki organisasi dengan pembagian tugas, koordinasi, dan 
tujuan yang jelas sehingga manajemen koperasi dapat berjalan dengan baik. 
d. Pencatatan Laporan Ganda (Secara Manual dan Komputer) 
Untuk menghindari perbedaan pencatatan antara manual dengan komputer, 
praktikan menginput data dari pencatatan manual ke dalam komputer dengan 
fokus dan penuh ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Selain 
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itu, praktikan akan melakukan pengecekan atau pengkoreksian secara berulang-
ulang untuk meminimalisasi kesalahan dalam pencatatan tersebut. 
e. Tidak Adanya Laporan Keuangan 
Dalam menyusun laporan keuangan, Koperasi Pegawai Komisi Yudisial 
RI hendaknya menyusun data-data keuangan secara urut dan akurat sehingga pada 
akhir periode akan memudahkan koperasi dalam membuat laporan keuangan. 
Laporan keuangan hendaknya dikerjakan secara disiplin dengan jangka waktu 
yang telah disesuaikan sehingga pada akhir perode koperasi tidak terlambat dalam 
membuat laporan keuangan. Koperasi juga membutuhkan seorang tenaga akuntan 
dalam membuat laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat 
fatal. 
f. Pengurus Koperasi Rangkap Jabatan 
Kesibukan para pengurus membuat praktikan jarang bertemu dengan para 
pengurus koperasi. Praktikan harus mencuri waktu luang agar dapat bertemu 
dengan para pengurus koperasi secara bergantian. Selain itu, praktikan harus 
membuat janji bertemu terlebih dahulu sebelum bertemu dengan pengurus 
koperasi apabila ingin melakukan wawancara. 
 
E. Analisis Masalah Perkembangan Unit Usaha Kantin 
Dalam mengelola sebuah usaha, Koperasi Pegawai Komisi Yudisial 
Republik Indonesia harus selalu melibatkan sejumlah uang dan modal, yang 
dalam hal ini sangat penting untuk selalu berhati-hati dalam mengelola dan 
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menjalankannya. Karena itulah, laporan keuangan menjadi sebuah catatan yang 
harus dimiliki dan dibutuhkan koperasi untuk melihat kondisi serta aktifitas 
keuangan koperasi secara keseluruhan guna melihat apakah koperasi dalam 
kondisi sehat ataukah tidak.  
Namun, dalam hal ini Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia seringkali memiliki permasalahan dalam menyelesaikan laporan 
keuangan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan tahun 2017 
yang belum terselesaikan, padahal kegiatan koperasi sudah memasuki tahun 2018 
yang dalam hal ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius. 
Penyebab utama lamanya koperasi dalam menyelesaikan laporan 
keuangan, salah satunya disebabkan perputaran modal di bagian unit usaha kantin 
yang tidak lancar. Modal menjadi faktor utama yang digunakan koperasi untuk 
dapat beroperasi secara lancar guna membantu dalam menjalankan kegiatan 
operasionalnya dengan baik. Perputaran modal yang lancar sangat dibutuhkan unit 
usaha kantin dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya agar semakin 
maju dan dapat terus mempertahankan eksistensinya. 
Dapat dilihat dari grafik di bawah ini menunjukan bahwa unit usaha kantin 
mengalami perkembangan secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, 
koperasi menyumbang pendapatan sebesar Rp 31.040.580 dari pendapatan sewa 
kantin dan profit sharing. Lalu pada tahun 2015 pendapatan kantin meningkat 
cukup pesat yaitu sebesar Rp 70.496.230 dan mengalami penurunan sebesar Rp 
61.998.045 di tahun 2016. 
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Gambar III. 2, Grafik Perkembangan Unit Usaha Kantin 
Sumber: Laporan Keuangan Koperasi 
 
Kenaikan pendapatan kantin pada tahun 2015 dikarenakan unit usaha 
kantin membuka usaha baru dengan menyediakan jasa untuk konsumsi rapat atau 
sidang yang diselenggarakan biro atau dapartemen Komisi Yudisial dan 
diapresiasi oleh biro/dapartemen Komisi Yudisial. Hal ini terbukti dengan 
pemesanan konsumsi rapat yang sangat banyak, dilihat dari penerimaan 
pendapatan konsumsi rapat sebesar Rp 36.650.140. 
 
Gambar II. 3, Grafik Pendapatan Unit Usaha Kantin 
Sumber: Laporan Keuangan Koperasi 
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Pada grafik di atas menunjukan bahwa permasalahan utama penyebab 
turunnya pendapatan kantin pada tahun 2016 yaitu ketika pesanan konsumsi untuk 
sidang atau rapat yang dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Komisi 
Yudisial Republik Indonesia (PPK KY RI). Alur yang dilalui sampai pencairan 
dana membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang dibutuhkan sampai pencairan 
dana paling cepat selama satu minggu tetapi seringkali pencairan dana selalu lebih 
lama dari waktu yang seharusnya. 
Para penyewa konter-konter di kantin sering mengeluhkan kepada pegawai 
koperasi tentang masalah pencairan dana tersebut, sehingga pada saat ada pesanan 
konsumsi rapat ataupun sidang dari biro/dapartemen Komisi Yudisial, pihak 
konter-konter di kantin tidak menerima pesanan konsumsi tersebut. Dalam hal ini, 
biro/dapartemen di Komisi Yudisial RI juga seringkali memesan konsumsi rapat 
atau sidang secara mendadak sehingga pihak konter-konter di kantin kesulitan 
untuk menyiapkan konsumsi yang jumlahnya tidaklah sedikit. Sehingga, pesanan 
konsumsi tersebut yang seharusnya menjadi pendapatan koperasi tetapi harus 
diambil oleh pihak lain dan menyebabkan pendapatan kantin menurun. 
Masalah lain yang menyebabkan pendapatan kantin menurun juga dapat 
dilihat dari penjualan para penyewa konter-konter di kantin yang menurun di 
tahun 2016. Penurunan penjualan tersebut berdampak pada pendapatan kantin 
yang menurun disebabkan para pegawai Komisi Yudisial yang terkadang membeli 
makanan diluar Kantin Komisi Yudisial. Pegawai yang tidak membeli makanan 
dikarenakan konter-konter di kantin menyediakan jenis makanan yang hampir 
sama satu dengan lainnya. Sehingga, tidak adanya variasi makanan yang berbeda 
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yang menyebabkan pegawai Komisi Yudisial membeli makanan di tempat 
lainnya. 
Pendapatan para penyewa kantin yang menurun tersebut berimbas pada 
pendapatan harian kantin yang berasal dari potongan 2% (dua persen) penjualan 
kantin setiap harinya menjadi menurun. Hal ini dilihat dari penerimaan 
pendapatan harian kantin tahun 2015 sebesar Rp 16.146.090 menurun cukup 
derastis menjadi Rp 9.611.103 pada tahun 2016. 
Banyaknya permasalahan dalam perkembangan unit usaha kantin 
menyebabkan unit usaha kantin kurang optimal dalam menjalankan usahanya. 
Namun, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai cara, salah satunya 
yaitu ketua koperasi bersama dengan bendahara koperasi dapat mengajukan 
permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Yudisial (PPK KY) 
dalam mempercepat proses pencairan dana. Ketua dan bendahara juga 
menekankan kepada pegawai koperasi untuk lebih cepat dalam membuat faktur 
tagihan yang akan diberikan kepada PPK KY sehingga permohonan pencairan 
dana tersebut akan diproses lebih cepat dan pencairan dana akan lebih cepat 
keluar. 
Masalah dalam hal pemesanan konsumsi rapat juga dapat diatasi dengan 
peraturan untuk biro atau dapartemen di Komisi Yudisial yang ingin memesan 
konsumsi rapat/sidang dapat terlebih dahulu memesan satu hari sebelum 
sidang/rapat dilaksanakan agar konter-konter di kantin dapat mempersiapkan 
konsumsi tersebut dengan baik. Sedangkan dalam meningkatkan pendapatan 
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konter-konter di kantin, para penyewa dapat menyediakan menu jenis baru yang 
belum ada di Kantin Komisi Yudisial agar jenis makanan yang berada di kantin 
tidaklah sama satu dengan yang lainnya. Para penyewa konter-konter di kantin 
juga dapat melihat kegemaran konsumsi masyarakat saat ini seperti apa, sehingga 
jenis makanan yang disediakan dapat menggugah selera para pegawai di Komisi 
Yudisial. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Koperasi Pegawai Komisi 
Yudisial Republik Indonesia yang berada di Jalan Kramat Raya No.57 Jakarta 
Pusat. Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia dipilih karena 
instruksi Ketua Konsentrasi Ekonomi Koperasi untuk melaksanakan PKL di 
Koperasi Kementrian atau Instansi Pemerintah. Dengan mengikuti program 
Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan mahasiswa dapat lebih mengenal, 
mengetahui dan berlatih menghadapi kondisi lingkungan dunia kerja saat ini dan 
sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja yang 
sesungguhnya.  
Praktikan saat melakukan Praktik Kerja Lapangan ditempatkan di Unit 
Usaha Kantin Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia. Adapun, 
tugas-tugas yang dilakukan praktikan secara rinci pada unit usaha kantin Koperasi 
Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Menjaga Toko Koperasi dan Telepon Kantin 
2. Menginput dan Merekap Pendapatan Kantin 
3. Mengarsip Transaksi Pemesanan Makanan  
4. Merekap dan Menginput Data Pemesanan Makanan  
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5. Meminta Nota Dinas Kepada Pegawai  
6. Membuat Faktur Atas Biaya Konsumsi Sidang atau Rapat  
7. Melakukan Setoran Tunai ke Bank 
Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat mengetahui 
bagaimana tata kelola Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
khususnya pada unit usaha kantin. Selain itu, praktikan juga dapat 
mengidentifikasikan kendala yang dihadapi dalam dunia kerja sekaligus 
mengetahui bagaimana cara mengatasi setiap kendala yang ada guna 
mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja praktikan baik kendala dari dalam 
diri praktikan maupun dari luar diri praktikan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Koperasi 
Pegawai Komisi Yudisial Repubik Indonesia khususnya pada unit usaha kantin, 
maka praktikan menyampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan yang 
bermanfaat bagi kemajuan dan kelancaran kinerja pada Koperasi Pegawai Komisi 
Yudisial Repubik Indonesia. Adapun saran-saran tersebut antara lain: 
1. Saran bagi pihak Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Saran yang dapat diberikan oleh praktikan kepada pihak koperasi adalah 
sebagai berikut: 
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a. Dalam pemberian tugas kepada Praktikan, koperasi dapat memiliki 
kebijakan atau peraturan pemberian kerja untuk tingkat Strate I dan 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar praktikan lebih mampu 
mengapalikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama 
kegiatan belajar mengajar di Universitas berlangsung.  
b. Koperasi dapat memback-up ketika pencairan dana dari bendahara 
pemerintahan KY terlalu lama didapatkan oleh para penyewa di konter-
konter Kantin. 
c. Para pengurus koperasi yang memiliki kerja rangkap di Komisi Yudisial 
dapat membagi waktunya dengan baik dan seimbang antara 
tanggungjawabnya di Komisi Yudisial dan Koperasi Pegawai Komisi 
Yudisial.  
2. Saran bagi pihak Universitas Negeri Jakarta  
Universitas Negeri Jakarta sebaiknya mengadakan pelatihan khusus untuk 
menunjang Praktik Kerja Lapangan, misalnya melalui program seminar 
mengenai Praktik Kerja Lapangan sehingga praktikan lebih siap dalam proses 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 
3. Saran bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan antara lain: 
a. Praktikan lebih mempersiapkan diri baik dari segi akademis maupun 
kemampuan sebelum melakukan Praktik Kerja Lapangan. 
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b. Praktikan melakukan survei terlebih dahulu ke tempat Praktik Kerja 
Lapangan untuk mengetahui job description yang akan dimilikinya saat 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan sehingga praktikan akan lebih 
maksimal dalam melaksanakan tugasnya selama proses Praktik Kerja 
Lapangan. 
c. Praktikan dapat memanfaatkan program Praktik Kerja Lapangan ini 
dengan semaksimal mungkin dengan mencari tahu mengenai hal-hal 
mengenai koperasi, informasi mengenai cara untuk memasuki dunia kerja 
setelah meraih gelar sarjana ataupun hal bermanfaat lain yang sebenarnya 
sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. 
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Lampiran 1 
Laporan Pekerjaan Selama Kegiatan PKL 
Di Koperasi Pegawai Komisi Yudisial RI 
No. Hari/Tanggal Kegiatan 
1 Senin, 8 Januari 
2018 
Menginput dan merekap pendapatan kantin pada 
tahun 2017 kedalam Microsoft Excel sesuai urutan 
tanggal. Pada hari pertama juga digunakan untuk 
beradaptasi dengan semua pegawai baik pengurus 
maupun pegawai koperasi agar dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang 
akan praktikan tempati. 
2 Selasa, 9 Januari 
2018 
Melanjutkan dan menyelesaikan tugas untuk 
menginput dan merekap pendapatan kantin pada 
tahun 2017 yang kemarin belum selesai dilakukan. 
3 Kamis, 11 Januari 
2018 
Merekap data pemesanan untuk konsumsi sidang 
atau rapat tahun 2017 ke dalam Microsoft Excel. 
4 Jumat, 12 Januari 
2018 
Melanjutkan tugas untuk merekap data pemesanan 
konsumsi sidang atau rapat tahun 2017 yang 
kemarin belum selesai dilakukan. 
5 Senin, 15 Januari 
2018 
Mengarsip transaksi pemesanan konsumsi sidang 
atau rapat tahun 2017. Pengarsipan dilakukan 
dengan menyatukan bukti-bukti pemesanan yang 
terdiri surat pesanan dari koperasi (surat jalan), 
kwitansi, bon pembelian makanan, dan nota dinas 
dari pemesan. Pengarsipan juga dilakukan secara 
urut sesuai tanggal dan bulan yang tertera di 
dalam bukti-bukti pemesanan. 
6 Selasa, 16 Januari 
2018 
Menanyakan ke setiap konter di kantin yang 
menerima pemesanan konsumsi untuk sidang atau 
rapat dan meminta bon pesanan tersebut. Lalu 
praktikan langsung ditugaskan untuk menginput 
pemesanan ke database dalam Microsoft Excel. 
7 Rabu, 17 Januari 
2018 
Membuat surat permintaan pembayaran konsumsi 
rapat yang belum terbayarkan biro atau 
dapartemen yang ada di Komisi Yudisial RI dan 
memberikannya kepada biro atau dapartemen 
yang memesan. Praktikan juga sesekali menerima 
pesanan makan siang melalui telepon dan 
menanyakan ke konter-konter di kantin yang ingin 
61 
 
 
 
menerima pesanan tersebut. 
8 Kamis, 18 Januari 
2018 
Mendapat pesanan konsumsi rapat melalui telepon 
dan ditugaskan pegawai koperasi untuk membeli 
pesanan konsumsi rapat tersebut. Setelah itu 
praktikan ditugaskan meminta tanda tangan 
kepada biro/dapartemen yang memesan konsumsi 
tersebut dalam surat pesanan (surat jalan) dan 
kwitansi atas pesanan rapat sehingga praktikan 
dapat membuat faktur pada hari berikutnya. 
9 Jumat, 19 Januari 
2018 
Membuat faktur atas pesanan konsumsi rapat 
kemarin, setelah itu ditugaskan untuk 
membagikan plastik atau trashbag kepada setiap 
konter dan mengumpulkan laba sebesar 2% (dua 
persen) sebagai pendapatan kantin yang selama 
satu minggu belum dibayarkan. Serta 
mengumpulkan uang sewa kepada setiap konter 
selama 3 bulan terakhir. 
10 Senin, 22 Januari 
2018 
Merekap dan mengarsip pendapatan konsumsi 
rapat, pengeluaran konsumsi rapat, konsumsi yang 
sudah terbayar, konsumsi yang belum terbayar dan 
laba dua persen. 
11 Selasa, 23 Januari 
2018 
Menerima pesanan konsumsi rapat melalui telepon 
dan ditugaskan pegawai koperasi untuk membeli 
konsumsi rapat tersebut berupa pesanan snack 
ma’cik dan pesanan untuk rapat hari rabu 24 
januari 2018 berupa snack monami bakery yang 
akan diantar pada esok harinya. 
12 Rabu, 24 Januari 
2018 
Meminta tanda tangan surat pesanan (surat jalan) 
dan kwitansi pemesanan konsumsi rapat kemarin 
dan hari ini. Praktikan juga sesekali menjaga toko 
dan menerima panggilan telepon kantin. 
13 Kamis, 25 Januari 
2018 
Menghitung jumlah potongan 2% (dua persen) 
untuk pendapatan penjualan konter-konter kantin 
tiap harinya dan menginput ke dalam Microsoft 
Excel. 
14 Jumat, 26 Januari 
2018 
Menerima pesanan konsumsi rapat dengan 
memesan makanan ke konter-konter di kantin. 
Lalu praktikan menginput dan merekap 
pendapatan sewa kantin pada tiga bulan terakhir. 
15 Senin, 29 Januari 
2018 
Menyusun surat pesanan (surat jalan), kwitansi, 
dan bon yang terlampir bersama faktur pesanan 
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lalu memberikannya kepada biro atau dapartemen 
yang melakukan pesanan. Lalu ditugaskan 
membeli materai dan plastik trashbag di pasar 
terdekat. Lalu membagikan voucer PKL kepada 
seluruh siswa ataupun mahasiswa lain yang 
melaksanakan PKL di Komisi Yudisial RI. 
16 Selasa, 30 Januari 
2018 
Melakukan setoran tunai ke Bank didampingi oleh 
pegawai koperasi. Setoran tunai dilakukan per 
transaksi setiap bulannya ke kas Koperasi Pegawai 
Komisi Yudisial Republik Indonesia. 
17 Rabu, 31 Januari 
2018 
Mendapat banyak pesanan konsumsi untuk 
rapat/sidang melalui telepon dan ditugaskan 
pegawai koperasi untuk membeli konsumsi 
rapat/sidang tersebut. Karena banyaknya pesanan, 
praktikan meminta tolong untuk ditemani dalam 
membeli dan membawa konsumsi pesanan 
rapat/sidang dihari tersebut. 
18 Kamis, 1 Februari 
2018 
Menjaga toko Kantin dan menerima pesanan 
makanan melalui telepon kantin. Praktikan 
membagikan voucer pada seluruh siswa dan 
mahasiswa lain yang melaksanakan PKL di 
Komisi Yudisial Republik Indonesia. Praktikan 
juga membuat database keuangan kantin dalam 
Microsoft Excel. 
19 Jumat, 2 Februari 
2018 
Melakukan pengarsipan kembali untuk transaksi-
transaksi pemesanan yang masuk baik pemesanan 
rapat maupun sidang di Komisi Yudisial Republik 
Indonesia. Praktikan juga ditugaskan meminta 
tanda tangan dalam surat pesanan (surat jalan) 
kepada pemesan konsumsi rapat/sidang. 
20 Senin, 5 Februari 
2018 
Pada hari terakhir praktikan tidak diberikan tugas 
apapun hanya merapihkan data-data dan 
menyerahkan kepada pegawai Koperasi Komisi 
Yudisial RI. Praktikan berpamitan dan 
berterimakasih kepada seluruh pengurus, pegawai 
dan para penjual di setiap konter-konter kantin 
Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik 
Indonesia. 
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Lampiran 2 
Daftar Kehadiran Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 
Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4 
Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 
Sertifikat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 
Formulir Pendaftaran Anggota Koperasi 
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Lampiran 7 
Laporan Keuangan Koperasi 
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Lampiran 8 
Faktur Tagihan Konsumsi Tenaga Ahli 
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Lampiran 9 
Faktur Tagihan Konsumsi Kegiatan Olahraga 
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Lampiran 10 
Faktur Tagihan Konsumsi Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 11 
Nota Dinas Permohonan Konsumsi PKL 
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Lampiran 12 
Faktur Tagihan Konsumsi Pesanan Sidang/Rapat 
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Lampiran 13 
Nota Dinas Permohonan Konsumsi Pesanan Sidang/Rapat 
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Lampiran 14 
Laporan Keuangan Penyewa Konter-Konter di Kantin 
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Lampiran 15 
Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
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Lampiran 16 
Foto Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
 
 
   
 
 
 
      
 
